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PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 09 TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA TALANGAN

—

JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
PADA RUMAH SAKIT LINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

bahwa agar likuiditas operasional Rumah Sakit lingkup
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai rumah sakit
yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD) tetap terjaga sehingga tidak
mengganggu pelayanan maka perlu disediakan Dana Talangan
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ;

bahwa guna ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan
Dana Talangan Jamkesmas pada Rumah Sakit Lingkup
Pemerintah  Provinsi Kalimantan  Selatan sebagaimana
dimaksud dalam konsiderans huruf a, perlu mengatur Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Dana Talangan Jaminan Kesehatan
Masyarakat ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Talangan
Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit Lingkup
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai
Pernbentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Babas Dan Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150) ;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republikindonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
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Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2005 Nomor 140 Tambahan. Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor 4572);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara  Pemerintah.
Pemerintahan Daerah, Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang
Rencana Bisinis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran
Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007
Nomor 13);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
Nomor 4);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
Nomor 10);

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun
2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29);

Peraturan Gubernur Nomor 066 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor
66);



33. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun
2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN DANA TALANGAN JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT PADA RUMAH SAKIT LINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah RSUD
Ulin Banjarmasin, RS dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, dan RS Jiwa
Sambang Lihum.

Direksi adalah Pejabat pengelola rumah sakit yang terdiri dari Direktur dan
Wakil — Wakil Direktur.

Direktur adalah Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, RS dr. H. Moch. Ansari
Saleh Banjarmasin, dan Direktur RS Jiwa Sambang Lihum.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD yang
selanjutnya disebut BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK-BLUD.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa
yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD
adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
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Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab
terhadap kinerja operasional BUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat
keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan
nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

Satuan pengawas internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan
pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan
BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh
lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan
bisnis sehat.

Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap
operasional rumah sakit yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas
usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana Talangan adalah Alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang dipinjamkan tanpa bunga kepada Rumah Sakit untuk dana
jamkesmas dalam rangka menjaga likuiditas Rumah Sakit dan harus
dikembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN, SASARAN
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian pinjaman dana talangan Jamkesmas Rumah Sakit

adalah:

a. menutupi piutang sementara dalam rangka menjaga likuiditas rumah sakit;

b. menjamin kelangsungan pelayanan kesehatan masyarakat di rumah sakit;

c. menjamin hak masyarakat dalam hal ketersediaan obat dan Bahan Alat
Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) dan penunjang pelayanan selama dirawat
di rumah sakit; dan

d. menjamin hak pekerja untuk mendapatkan jasa pelayanan yang sudah

diberikan selama melayani pasien yang dirawat di rumah sakit.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran dana talangan jamkesmas Rumah Sakit adalah :

a.

b.

memperlancar pelayanan kesehatan masyarakat yang dirawat di rumah sakit;
dan

memperlancar tersedianya dana untuk pembayaran hak pekerja rumah sakit

berupa jasa pelayanan yang telah melayani pasien yang dirawat di rumah

sakit.



BAB III
PINJAMAN DANA TALANGAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Penerima Pinjaman

Pasal 4

Kriteria yang dapat menerima dana talangan Jamkesmas Rumah Sakit adalah
rumah sakit yang belum menerima pembayaran piutang pelayanan pasien
jaminan kesehatan masyarakat yang telah dirawat.

Bagian Kedua
Syarat Permohonan Pencairan Dana Talangan

Pasal 5

(1) Rumah Sakit Daerah mengajukan permohonan pencairan dana talangan
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dengan melampirkan dokumen-
dokumen :

a. Berita Acara Klaim yang sudah di verifikasi oleh verifikator independen;
b. Fotocopy nomor rekening penampungan dana talangan di Bank Kalsel; dan

c. Surat pernyataan penerimaan dana talangan yang menyatakan bahwa
dana talangan yang diterima dipergunakan untuk keperluan Jamkesmas
rumah sakit (bermaterai Rp6.000,00) dan disetorkan kembali dalam tahun
anggaran berjalan.

(2) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dibuat dalam
rangkap 3 (tiga).

esarnya dana talangan yang diberikan/diminta paling banyak sesuai data
3) B ya d talangan yang diberikan/dimint ling b k i dat
piutang tertera di laporan keuangan berupa Neraca.

Bagian Ketiga
Pengembalian Dana Talangan
Pasal 6

Dana talangan disetorkan kembali ke kas daerah pada saat klaim piutang
jaminan kesehatan diterima rumah sakit.

BAB IV
PENGENDALIAN

Pasal 7

(1) Dalam rangka pengendalian pemanfaatan dana talangan Jamkesmas, maka
setiap rumah sakit penerima dana talangan harus menyerahkan surat kuasa
pemindahbukuan kepada BUD.

(2) Dalam rangka mengendalikan pemanfaatan dana talangan Jamkesmas
Rumah Sakit, PPKD dapat melakukan :

a. rapat koordinasi setiap triwulan;

b. melaksanakan pengawasan tentang pemanfaatan dana talangan dan
administrasi;



c. memberikan teguran kepada rumah sakit yang pelaksanaannya tidak
sesuai dengan prosedur/menyimpang dan menarik dana yang dipinjam
ke rekening Kas Daerah;

d. memerintahkan rumah sakit untuk menyusun laporan pelaksanaan
pemanfaatan dana talangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan dan Biro Keuangan Setda
Provinsi Kalimantan Selatan; dan

e. memerintahkan rumah sakit untuk menyusun evaluasi akhir pelaksanaan
dana talangan, sebagai bahan kebijakan di tahun berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Februari 2014

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 9



